KEPUTUSAN MENTERI HUXUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK TNDONESIA
NOMOR ANU-0001569.AH.01.07. TAHUN 2015
TENTANG
PENGESANAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN P}

MENTERE JHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Meumbang a Banwa berdasarkan Permononan Notaris MOHAMAD JUANIA. SH. MLKN, sesuar
salinan Akta Nomor 08 Tanagal 17 juni 2015 yang dhuat oleh Notans MOHAMAD
JUANIA. SH.. M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUI tanggal
18 Junr 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015061831100208 telah sesvai
dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan,
b Bahwa berdasarkan pertimoangan sebagaimana dimaksud dalam huru! 3, pesiu
menetapkan keputusan Mentern Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
.Pengesahan Badan Hukum Perkumputan PUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Memberikan pengesahan badan hukur
PERKUMPULAN PUI
Serkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta
Nomor 08 Tanggat 17 Junt 2015 yang dibuat oleh Notaeris MOHAMAD JUANIA, SH.,
M.KN, yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD |UANIA. SH.. M. XN berkedudukan di
KABUPATEN SUMEDANG.

KEDUA : Keputusan i betlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di |akarta. Tanggal 18 Juni 2015.

2.0 MENJER) HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM UMUM,
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-
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DR, AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NP, 39581120 198810 1 001

DICETAK PADA IANGGAL 18 Juni 2015



KANTOR VWTLAYAH DEPARTEMEN AGAMA

1 XOPINSI JAWA BARAT

JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG '

Mengingat

Mengingat

Menetapkan :

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat
Kcelima

SALINAN ; Surat Kupu(us;lm ini disampaikan kepada Y1

1. Menteri Agama R.1.

P T S I

6.

SURAT KEPUTUSAN KANTO R WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W./HK. 008/ 713 /19 91,
Perihal @ Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAII DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarnkat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan

mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar
untuk pendidikan tingkat dasar, menengahdan atas ;

. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan

pada Madrasah Swasta;

. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam,

scbagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran,

. Tap MPR No. II/MPR/1988 tcntang GBHN ;

. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

. PP. No. 28 (entang Pendidikan Dasar.

- Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun

1979dan No. 45 Tahun 1981 ;

. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI.

No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1. dan Menteri Agama RI.
No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;

. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No, W.i/KA.

010.1/33/1986 Tahun 1987. {

MEMUTUSKAN

Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk
menyclenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta dibeti hak untuk mengikuti Ujian Negara
Madrasah Negeri.

Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang
merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini,

Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi Inp‘i‘j}glgrlg:g\ yang berlaku dalam hal
N

penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ib

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Scgala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekelirvan'di dalam penetapan ini.

ANDUNG
Desember 1991
A KA H

1. DJAUH mNAR@/\
NIP AT 027 841, 1

U.p. a. Sckien Departemen Agama di Jakarta:
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2 ) Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk
):s menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta  diperbolehkan untuk mengikuti
) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
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